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BAB IV
ANALISISPERAN LEMBAGA HISBAH PADA MASA KHALIFAH

UMAR IBN KHATTAB

. Analisis Peran L embaga Hisbah dalam Pengawasan Terhadap Pasar

Perekonomian sebuah negara pada dasarnya merupdéiaryang
sangat penting dalam rangka mencapai kesejahtedaan kemakmuran
masyarakat. Tujuan mencapai kesejahteraan merupakeanita yang pasti
dimiliki oleh setiap negara. Akan tetapi dalam rketmakannya, tiap-tiap
negara memilki strategi dan kebijakan yang memadakiok pikiran dan
ideologi yang berlainan. Demikian juga dalam habijekan sebuah negara
dalam wilayah perekonomian.

Kebijakan dalam perekonomian merupakan kebijakaug yantu harus
mempertimbangkan banyak faktor dan sangat rumit. iflaselain karena
fakta semakin kompleksnya dunia perekonomian jugieria adanya fakta
bahwa wilayah perekonomian bukan hanya dimasuli &kpentingan satu
atau dua orang atau golongan saja, akan tetapi angkyt kepentingan
banyak orang dan kelompok pelaku perekonomian. ®perekonomian telah
berkembang sangat jauh dibarengi dengan semakiyakaya inovasi yang
ditemukan manusia (seperti transportasi, inforrdasi teknologi, dan media-
media lainnya). Semua kemajuan-kemajuan terseldah tenengantarkan
manusia pada kemudahan dalam rangka menjalankavitasktekonomi.

Namun di sisi lain perlu diketahui bahwa kebutulna@anusia tidak terbatas



pada sebuah kebutuhan untuk bertukar barang dandgam bentuk yang
sederhana. Manusia juga membutuhkan sebuah katagigatanan kehidupan
yang mendukung dan kondusif demi lancarnya intérakenomi tersebut.
Artinya, bahwa dalam perekonomian, bukan hanyaséiesi jual beli antara
penjual dan pembeli saja yang bisa menciptakanr gegagan sempurna. Di
dalam pasar, selain terjadinya kerjasama dalanuksedn, juga terdapat
persaingan dan juga konflik kepentingan.

Konflik kepentingan dari para pelaku ekonomi dapsmunculkan
berbagai permasalahan, diantaranya adalah masakaimakan. Keamanan
merupakan kebutuhan bagi setiap individu. Jikampadalah sebuah struktur
sosial yang terbentuk sebagai wahana tukar merhs@ng dan jasa, maka
negara merupakan struktur sosial yang dibentuk alednusia untuk
memenuhi kebutuhan manusia berupa keamanan danlakeadlegara
mempunyai peran untuk menjamin manusia agar meriaaan main dalam
masyarakat.Dari sini menunjukkan adanya peran negara yangasgenting
dalam tatanan masyarakat, termasuk dalam bidangpeko

Dalam sistem ekonomi liberal yang justru memberikapercayaan
penuh pada mekanisme pasar, pada tingkat terteatihnmengakui peran
penting pemerintah yang meskipun diharapkan tidakam langsung
bersinggungan dengan sektor ekonomi. Pemerintamume aliran ini
diharapkan bisa menjamin perlindungan masyarakakdkerasan dan invasi

dari kelompok masyarakat lainnya, menjaga setigggeta masyarakat dari

! Budi Winarno,Pertarungan Negara Vs Pasa¥,ogyakarta: Media Pressindo, 2009,
him. 47
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praktek yang menyebabkan ketidakadilan, serta mganjiepentingan-
kepentingan umurh.Dalam pandangan yang lain, pemerintah juga telah
diakui peran pentingnya oleh mazhab ekonomi terpim{gomunis) dan
mazhab campuran (sosialis).

Lembaga Hisbah merupakan sebuah intitusi yang tdicm sebagai
implementasi kewenangan negara untuk masuk ke dgarakonomian
masyarakat. Keberadaan lembaga hisbah menjadi tsqegéing dengan
dimilkinya beberapa fungsi strategis dalam perekdan. Konsep lembaga
hisbah merupakan perkembangan bentuk dari konsegap@&san yang secara
substansi sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAihah pengawasan
tersebut kemudian mendapat perhatian yang lebilusséiarena semakin
banyaknya persoalan perekonomian yang ada di nasydr

Jika dilihat dari konsep awal hisbah yang merupaebuah tuntunan
umum yang bersifat universal, yaitu berangkat darintahamar ma’ruf nahi
munkar lembaga hisbah sebetulnya merupakan perwujudain sgduah
kewajiban atau otoritas negara untuk menjamin kedaanya ajaran-ajaran
Islam demi kesejahteraan dan keadilan masyarakatarase umum.
Pertanggungjawaban yang diemban oleh negara térselawras dengan inti

dari sebuah ayat al-Qur’an:

ST O L0 G ks el ) o0uT g O 2k A

2 Ahmad Erani Yustika,Ekonomi Politik; Kajian Teoretis dan Analisis Enipjr
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, him. 26

% Terbentuknya lembaga hisbah yang berkembang dasarke masa tersebut ditandai
dengan baru dikenalnya istilah lembaga hisbah padsa Daulat Abbasiyah.
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Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanatdapa
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapk&um di antara
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan ad@.S: 4:58)

Dalam implementasi praktisnya, negara mempunyaydianvilayah
yang bisa dimasuki. Dalam bidang perekonomian, asedengan bangunan
ekonomi Islam, bahwa negara memiliki kewenangarareecimum untuk
menciptakan kondisi masyarakat yang teratbembaga hisbah mempunyai
sebuah otoritas yang bernaung di bawah otoritagepetah sebagai lembaga
yang bergerak langsung di bidang ekonomi. Melalizinga lembaga hisbah,
negara bisa menegakkan kekuasaan ekonominya, ysdcara khsusus
mengawasi perekonomian, pasar, dan transaksi-ksindalam perdagangan
untuk menghindari penyimpangan rambu-rambu syari’at

Lembaga hisbah memiliki nilai dasar dan spirit ydregsumber dari
nilai-nilai Islam, hal demikian memberikan sebuaklekihan tersendiri
dibandingkan dengan lembaga perekonomian yang kdinpgemerintah
menurut ekonomi konvensional, dimana kemunculanarpepemerintah
merupakan ide dan konsep yang didasarkan padanaditas akal manusia
dan metode sekularisasi.

Landasan nilai-nilai Islam yang menopang kinerjemdaga hisbah
mendorong adanya sebuah sinkronisasi peran piaktisaga hisbah dengan

proporsionalitas wilayahnya dalam perekonomian.aPddsarnya aktivitas

perekonomian (seperti jual beli) telah mempunyarat-aturan main yang

* Departemen Agama RAI-Quran dan TerjemahnyaBandung: PT. Syaamil Cipta
Media, 2005, him. 87

® M. Roem Syibly, ed.Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan; Teori, Praktei d
Realitas Ekonomi Islan¥ogyakarta: Magistra Insania Pers, 2004, him. 86

90



secara universal diakui oleh seluruh kelompok mliekonomi, yakni tidak
dibenarkannya aktivitas yang mengganggu hak daeni@man umum.
Sehingga dengan demikian menjadi penting untuk aganjagar peran
pemerintah dalam perekonomian tidak berbalik menjgoknyebab
ketidakteraturan dalam perekonomian. Kewaspadahadap pemerintah ini
telah diperhatikan bukan hanya dari kalangan kigitkomunis, maupun
sosialis, akan tetapi juga dalam Isl&tembaga hisbah dibentuk berdasarkan
asas menciptakan kemaslahatan umat. Lembaga inius hatetap
memperhatikan rambu-rambu pengendali yang telabridigan oleh ajaran
Islam, yaitu prinsip tidak diperbolehkannya menggan stabilitas dan dan
membatasi kebebasan ekonomi serta mengganggu Kiga@nmdividu.

Dalam Islam, larangan tersebut selaras dengan gisegutkan dalam

sebuah hadits Nabi:

G oW BT OT ol JB s ade 0 Lo A oy OF oyl 308 U
aley a2 V] 4y dle o e YL ALY JB b 1Y) ALY Il

(ke o19)) o e

Pada sisi lain, Keberadaan lembaga hisbah sebajaiisi pemerintah
tidak bisa lepas dari faktor-faktor lain yang béida dengan penyelenggaraan

pemerintahan, seperti politik dan kebijakan-keldjakpemerintah. Hal ini

® Sebagaimana disebutkan dalam pemaparan sisteemgisrekonomian.
" Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naisabu§hahih Muslimhttp://omelketab.net
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dikarenakan sistem perekonomian merupakan siste tydak hanya berdiri
sendiri, akan tetapi mempunyai keterkaitan denggters-sistem lain, seperti
politik. Keberadaan demikian yang memungkinkan, daga hisbah masih
terkesan bisa ditekan dan diintervensi oleh kepgati politik pemerintah
maupun kepentingan yang datang dari luar pemerii@alam menjalankan
tugasnya, lembaga hisbah harus bisa bertindak emdim dan bebas dari
kepentingan bisnis semata.

Secara teknis memang lembaga hisbah belum menskuah
ruanglingkup yang terukur secara pasti. Dalam [srgamnya lembaga hisbah
melihat langsung pada perkembangan dan kejadiadhkej yang muncul,
baik dalam skala luas (keadaan perekonomian mdstaraaupun pada level
yang paling kecil, yaitu perorangan. Dalam bentubngawasan yang
dilakukan oleh lembaga hisbah juga meliputi barlyaikup.

a. Pengawasan terhadap kondisi keseimbangan pasar
Peranan yang diambil oleh lembaga hisbah dalamekenini
merupakan pengawasan umum terhdap kondisi kesegabapasar.
Dalam artian, lembaga hisbah akan melakukan intsivelalam hal
terdapat ketidak seimbangan pasar yang disebablein faktor non
alamiah. Dengan demikian lembaga hisbah pada Imgkekanisme pasar
masih memberikan kepercayaan terhadap kekuatanwpesra dan
permintaan sebagai penopang berjalannya mekaniasa gan yang bisa
menentukan harga barang di pasar. Peranan kekpatanintaan dan

penawaran merupakan syarat mutlak dalam pasanggghipengawasan
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yang dilakukan oleh lembaga hisbah pada waktu derja
ketidakseimbangan pasar harus lebih mengarah padakan perilaku
pelaku pasar yang menyimpang.

b. Pengawasan produksi dan distribusi

Sektor produksi dan distribusi menjadi bagian ysauggat penting
dalam dunia ekonomi. Perekonomian yang mempunyaiariu dalam
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dapat diwajudkngan adanya
proses produksi barang-barang kebutuhan hidup [dga jasa) serta
pendistribusiannya dari satu tempat ke tempat I&mduksi yang
dihasilkan dalam dunia bisnis pada saat ini salbgatgam dan tidak dapat
dihitung jumlah dan jenisnya, produktivitas induptin semakin merebak
dan memiliki pangsa pasar yang sangat rumit, sghiriglak menutup
kemungkinan di antara sekian banyak jenis produkargpa tidak
memperhatikan prinsip halal dan haram. Distribusiabg dan jasa pun
memungkinkan tidak bisa merata.

Lembaga hisbah secara ideal memilki jangakauan \samgat
dalam dan detail, karena dia juga memilki peraragabsupervisi bidang
industri Gupervision of indust)y’ Bukan dalam objek industri saja, seperti
pemantauan produk yang halal dan haram. Akan tgteya aktivitas
distribusi dan upaya pemberian jaminan pemerataaraniy-barang
kebutuhan pokok hidup masyarakat menjadi wilayahgpeasannya.

Dimana pemerataan pendapatan nasional yang wagguitdble

8 Abdul Azim Islahi,Economic Concepts of Ibn Taimiyabnited Kingdom: The Islamic
Foundation, 1996, him. 190
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distribution of incomgmenjadi prasyarat utama yang harus dilakukan oleh
negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyatal@tgawasan yang
dilakukan oleh lembaga hisbah juga dalam rangkgamen terwujudnya
kondisi yang sehat dalam persaingan usaha. Habteperti ketentuan
kebebasan bagi masyarakat untuk masuk dan ke ludurda usaha,
pemberantasan praktek monopoli yang merugikan,ngd@ancegah semua
bentuk aktivitas yang bisa menimbulkan distorsapas
c. Pengawasan dalam masalah harga pasar
Salah satu peran yang dimiliki oleh lembaga hisbelbgai upaya
untuk meniadakan keteraturan dalam perekonomiamatadaemasuki
wilayah yang bersinggungan dengan harga baran@ldndpasar. Pada
dasarnya harga yang timbul di pasar merupakan pedam dari kekuatan
interaksi antara permintaan pembeli dan penawaaay gilakukan oleh
penjual’® Namun tidak bisa dimungkiri bahwa di dalam pasajadli
kompetisi dan konflik kepentingan antara pelaku hasa Konflik
kepentingan tersebut bisa menimbulkan terjadinyanaman harga dan
kecurangan-kecurangan dalam wusaha yang bisa mdkgba
melambungnya harga. Peran lembaga hisbah adalah ben&en
pengawasan agar harga yang ada di pasar benarsbenapakan harga
murni yang dihasilkan dari kompetisi yang sehataamielaku usaha.

Dengan demikian lembaga hisbah harus memperhatéaabih dahulu

penyebab terjadinya permasalahan dalam harga.

° Kirdi Dipoyudo, Keadilan SosiglJakarta: CV. Rajawali, 1985, him. 1
1% william A. McEachern, Economics: a Contemporary IntroductiorTerj. Sigit
Triandaru “Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporégkarta: Salemba Empat, 2000m. 48
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d. Pengawasan lembaga keuangan
Objek pengawasan lembaga hisbah bukan terbatas gexrdan
atau individu masyarakat yang merupakan pelaku @kgnlembaga
hisbah memberikan pengawasan juga terhadap badam-barganisasi
maupun lembaga ekonomi yang ikut serta menjadi genagg roda
perekonomian. Pada masa sekarang, lembaga keugsegaetti bank dan
lembaga perkreditan) merupakan instrumen yang sawig@ dalam
menjalankan perekonomian masyarakat. Dalam ekoislam, lembaga-
lembaga keuangan diakui keberadaannya dan dipbKawle seperti
diperbolehkannya akad hutang-piutang, sewa menyeyeaai, dan
sejenisnya, yang pada umumnya jasa-jasa tersdtrrilkdin oleh lembaga
keuangan. Keberadaan lembaga hisbah dalam hathii melihat pada
aspek-aspek isi produk-produk dan pelayanan yangshatap berpegang
pada prinsip Islam, seperti tidak diperbolehkannyansaksi yang
mengandung unsur riba.
e. Pengawasan sektor-sektor publik
Salah satu prinsip utama dalam syari'at islam dddiatamakannya
kemaslahatan publik di atas kepentingan individau atpribadi*
Kemakmuran yang bersifat merata atau kemakmurannunfuublic
prosperity juga menjadi tanggungjawab neg&ra.Untuk mewujudkan
tujuan tersebut, tentu sebuah otoritas yang dimdleh negara harus

mengarah pada penjaminan terjaganya kepentingamumengan tetap

11 Kamil Musa,Ahkam al-Mu’amalatBeirut: Muassasat al-risalat, cet.2, 1994, hlin. 2
12 Kirdi Dipoyudo,Op.cit, him. 12
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menjaga kepemilikan yag bersifat individu, lembagsbah juga bertugas
menjamin dilaksanakannya kewajiban-kewajiban sosileh anggota
masyarakat. dengan demikian lembaga hisbah mencoleajadi
penyeimbang antara kepentingan ekonomi individugdenkepentingan
dan pelayanan umum. Keberadaan lembaga hisbah dating publik
dengan juga menyangkut jasa-jasa umum yang hatap thikontrol,
seperti memastikan dilaksanakannya dengan baiks tpgea pejabat di
bidang kesehatan, pendidikan, obat-obatan, dars&againyd® Hal ini
membuat peran lembaga hisbah menjadi sangat luastidak hanya
berkutat pada pasar semata.

Dari beberapa peran yang dimilki oleh lembaga Hislsabagai
lembaga pengawas perekonomian, lembaga hisbah tsaegeaitan erat
dengan perkembangan sosial masyarakat. fenomena pdemasalahan-
permasalahn dalam perekonomian tidak lain sebagiiiah keniscayaan
dalam kehidupan sosial. Perekonomian sebagai sebaaksi adanya
hubungan sosial masyarakat, menciptakan hubungéukpean dalam rangka
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Islam memandabgtkhan mendasar
manusia bukan hanya sekedar kebutuhan materi,tategm juga menyangkut
kebutuhan hidup setelah dunia, yakni yang bergifiaani dan yang bermuara
pada kehidupan akhirdt.

Lembaga hisbah, selain bersinggungan langsung datasyarakat

sebagai pengawas agar terciptanya keadilan dalaendpi duniawi, yaitu

'3 Abdul Azim Islahi,Loc.cit.
4 H. Miftahul Huda, Aspek Ekonomi dalam Syari'at IslarMataram: LKBH IAIN
Mataram, 2007, him. 11
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ekonomi, juga mempunyai peran dalam menegakkarmida moral dan

spiritual sebagai bentuk keseimbangan antara kkbotmateri dan rohani.
Dengan demikian lembaga hisbah menjadi supervismiadperekonomian
dan sekaligus tetap sesuai dengan prinsip penegaksal dan etika sosial
yang bersumber dari ajaran Islam di dalam masyaraka

Hal ini sebagaimana dalam ayat al-Qur’an:

(61:550) g2 (’5"‘”"‘“ I3 quY\ e {,_{LM\ A
Artinya: “Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan
menjadikan kamu pemakmurnyg.S. Huud: 61y

Tugas tersebut mendapat rambu-rambu dari ayat @du@Quahwa
tujuan diciptakannya manusia bukan semata-mata& um&menuhi kebutuhan
duniawi saja, akan tetapi juga kebutulhrawi Sebagaimana dalam ayat al-
Quran:

(56l 03880 V) (Yis B4 Ll g

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melaimka
supaya mereka mengabdi kepada-K{f):S. adz-Dzariyat: 56)

Dilihat dari struktural kelembagaannya dalam peniah, lembaga
hisbah merupakan lembaga yang kekuasaanya dibaawatgan pemerintah.
Kebijakan yang diambil oleh lembaga hisbah, secdomatis mempunyai
korelasi dengan kekuasaan yang ada di atasnyanHalembuat legitimasi
lembaga hisbah belum mempunyai otoritas yang pebemikian juga dalam

hal memberikan sanksi-sanksi dan tindakan terhgmEpnggaran hukum

> Departemen Agama RAI-Qur'an dan TerjemahnyaBandung: PT. Syaamil Cipta
Media, 2005, him. 228
1% Ibid, him. 523
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dalam bidang ekonomi, lembaga hisbah masih belumpuryai wewenang
sepenuhnya, karena dalam konsep pemerintah dalam, I& berdampingan
dengan lembaga pemerintahan yang lain di bidangirhukyaitu wilayatul
gadla’ danwilayatul madzalim Hisbah mempunyai ruang lingkup berupa
pengawasan dalam kewenangannya. Dalam memberikaksi seerhadap
pelaku penyelewengan dalam transaksi perdagangamrmdamalat, hisbah
hanya memberikan sejenis peringatan, dan sanksibipaan perilaku
(ta'dib).}” Sedangkan yang diperbolehkan mejatuhkan hukumamyaha
wilayatul madzalim Hal ini bisa menyebabkan tingkat ketakutan pada

lembaga hisbah masih kecil.

B. Analisis Peran Lembaga Hisbah Pada Masa K halifah Umar Ibn Khattab

Pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab merupakanepe dari
kepemimpinan khalifah sebelumnya dan penerus pataben yang pernah
dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakdan langkah-
langkah kepemiminan secara umum yang dijalankam Khdaifah Umar pun
tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip yang diajarkaleh Nabi Muhammad
SAW yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Umar Ibn Khattab menerapkan konsep pengawasardsghrakyatnya
adalah sebagai perwujudan tangungjawab beliau aepamegang kekuasaan
tertinggi dalam negara. Langkah-langkah dan kehijakang beliau ambil

selama masa pemerintahannya pun selalu memperhatsiek kesejahteraan

" Wahbah al-Zuhailyal-Figh al-Islamiy wa AdillatuhyDamaskus: Dar al-Fikr, Juz 6,
Cet. 9, 2006, him. 768
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yang ingin diwujudkan secara merata bagi setiag@iagmasyarakat. Konsep

hisbah yang secara dominan diperankan sendiri Olelar mencerminkan

adanya upaya untuk menyelaraskan kehidupan perekanomasyarakat

dengan ajaran agama Islam. Kebijakan pengawasandyakukan oleh Umar

juga relevan dengan konteks kondisi masyarakat paafaitu.

a. Pengawasan untuk pemerataan kesejahteraan

Pengawasan yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibrattéip
sangat detail dan bersifat langsung terjun ke IlgganBeliau berperan
sebagaimuhtasibyang memantau keadaan rakyatnya baik di kala siang
maupun malam. Sebagai contoh beliau berkeliling ntalam hari
mengelilingi perkampungan. Ketika beliau menemukaorang rakyat
yang sedang membutuhkan pertolongan, beliau dengagera
memberikan bantuan dan pertolongan, baik berupaanzek maupun
kebutuhan-kebutuhan untuk pemenuhan hidup yand.fdya
Praktek hisbah yang beliau terapkan dengan demikizkan

hanya terbatas pada inspeksi-inspekti di pasar aldivitas-aktivitas
perekonomian atau perdagangan saja. Akan tetapjapersan beliau
mempunyai pandangan yang luas dan tajam. Sikap kdaijaksanaa
beliau tidak bisa lepas dari adanya integritasgiingang dimilki oleh
beliau, sehingga pengawasan yang beliau lakuk&arbhanya terhadap
rakyatnya saja. Beliau mengarahkan pengawasarnstaah juga terhadap

perilaku keluarga, kerabat, bahkan pada diri bedendiri.

'8 http://www.sohabat.org/doku.php?id=sohabat:umattiip
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Pada waktu terjadinya musim kemarau yang meng&dbat
kelangkaan pangan (paceklik) yang dikenal dengamurramadpada
tahun 17 H, Umar menerapkan pola hidup yang sedarhldengan
melarang orang-orang makan makanan yang berlebylaag, pada waktu
itu digambarkan dengan makanan yang disii denggmg’ Kebijakan
untuk menanggulangi musibah tersebut juga beliaubilarberupa
melakukan distribusi bahan-bahan pangan dari tetepgtat yang surplus
ke tempat-tempat yang kekurangan atau minus. Hahénupakan prinsip
pengawasan dalam rangka menjalankan fungaihtasib sebagai
supervisor dalam pemenuhan kebutuhan pokok mastakpply and
provision of necessitigs

Beliau sangat menjaga prinsip pelayanan pada nasytar
sepenuhnya. Meskipun beliau mempunyai kekuasaankdamnangan
dalam pemerintahan, beliau sangat berhati-hati ndataenggunakan
kekuasaannya tersebut. Dengan adanya pengawasgrbghtau tujukan
pada diri beliau, hal itu bisa mencegah penyalahgnmwewenang seorang
muhtasib dalam tugasnya. Sebagai contohnya beliau terlelsihulu
meminta perizinan kepada para pegawainya apabiklaub hendak
mengambil harta atau kekayaan yang disimpan dindddait al-mal
Kekuasaan dalam pemerintahan dan kekuasaan dalkéon skonomi bisa
berjalan harmonis dan tidak ada intervensi yang bisenimbulkan

kekacauan ekonomi.

¥ Muhammad Ali Quthbial-Khulafa’'u al-RasyidunaDamaskus: Maktabah al-Ghazali,
1993, him. 112
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Contoh demikian dilaksanakan oleh Khalifah Umar gden
ditegakkannya pengawasan terhadap para pegawgetfananya. Sistem
penghitungan kekayaan para pegawai sebelum merekgadn pejabat
negard’ Upaya ini menunjukkan bahwa pengawasan juga ditakadalam
sektor keuangan negara yang merupakan keuangaik.dsetara umum,
perlindungan aset publik ini bisa dikatakan sebdgajian pengawasan
untuk menjamin didistribusikannya keuangan dan kejgean sosial
untuk kebutuhan yang semestinya. Menghindari daktpk korupsi dan
penggelapan. Dengan demikian peranan hisbah ydray bekukan telah
memenuhi tujuan pemerataan pendapatan nasional wej@y untuk

kesejahteraan publik.

b. Pengawasan ditegakkannya aturan main dalam pasar
Perjalanan-perjalanan dan inspeksi yang beliaukkakui pasar-

pasar merupakan bagian yang terpenting dijalankahisbah pada masa
khalifah Umar lbn Khattab. Sebagaimana peran hisbaliau memantau
transaksi-transaksi yang terjadi di dunia bisnisikimencegah terjadinya
penyimpangan aturan main (yang sesuai ajaran Isi@h)pelaku pasar.
1. Kebebasan masuk dan keluar pasar

Ketentuan yang diterapkan oleh Umar untuk mewujodka

kebebasan dalam memasuki dunia usaha (keluar daoknpasar)

adalah dengan pelarangan pembangunan tempat-tgmapaanen di

%0 Abbas Mahmud Al AkkadAbgariyatu Umay Terj.Gazirah Abdi Ummah “Kejeniusan
Umar”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, him. 104

101



pasar. Hal itu beliau tujukan agar pasar tetap adertempat yang
terbuka bagi siapa saja, dan orang-orang bebas so&malan
mengambil tempat di pasar, siapa yang datang ldahulu, maka
tempat yang ia pakai adalah tempatnya.

Kebijakan demikian secara substansi telah menagas&hwa
kebebasan manusia untuk melakukan ekonomi mengdagdatdungan
yang besar. Seseorang tidak dibenarkan melakukéwitak yang
mencegah dan menghalangi orang lain untuk masuttalen pasar.
Pelarangan pembangunan tempat berjual yang perndapasar pada
waktu itu bisa dibilang sudah sesuai dengan kordekskondisi pada
saat itu, dikarenakan bentuk perdagangan dan pewvekan yang ada
memang masih sangat sederhana, sehingga belum lukgrer
pembangunan tempat penjualan atau penyimpanan goaiapasar
secara permanen. Akan tetapi jika diterapkan padaansekarang,
ketentuan demikian tentu tidak tepat, karena magindunia
perekonomian sudah sangat luas dan besar, komqubtasgangan
juga banyak dan sangat membutuhkan tempat yangapemmbaik
untuk penjualan maupun penyimpanan.

. Promosi penjualan

Promosi penjualan merupakan langkah yang sangdingen
bagi para penjual agar barang-barang yang merekarkan bisa
menarik calon konsumen dan menjadi laku. Apalagiialeknoomi

dan bisnis pada masa sekarang, dengan adanya ksingpeg sangat
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ketat, langkah-langkah yang strategis dan tepatjadekebutuhan
pelaku usaha dalam mempromosikan barang. Hal demikienjadi
salah satu pengawasan Umar agar dalam melakukamogrdarang
dagangan, para penjual tidak menggunakan carayearg dilarang
oleh syari’at Islam. Pengawasan dalam bentuk &lgiis memastikan
dijalankannya aturan promosi oleh penjual, juga itkendimensi
perlindungan terhadap konsumen. Asas perlindungan sangat
penting dan menjadi tugas pemerintah agar masyateta terjaga

dan terhindar dari penipuan produk dan kerugian.

3. Penghapusan praktek penimbunan

Keseimbangan pasar sangat bergantung pada persediaag
dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. keseigalparpasar
merupakan kondisi dimana jumlah persediaan bartag &omoditas
yang ada di pasar seimbang dengan permintaan daxi gembelf’
Dengan demikian, kelangkaan barang yang disebalokaim ulah
penimbun barang bisa menyebabkan kelangkaan bardaug
menaikkan tingkat harga di pasar. Daya beli magganaun akhirnya
bisa menurun. Langkah khalifah Umar yang diambilawha hal
melarang praktek penimbunan barang merupakan langkiag tepat

untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan pasay glisebabkan

2L william A. McEachern©Op.cit, him. 51
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faktor kesalahan manusia. Pengawasan tersebut nug@mpunyai
tujuan menjaga kemaslahatan masyarakat secara umum.
4. Mengatur perantara perdagangan

Khalifah Umar melakukan perlindungan untuk masyarak
senagn cara melarang praktek perantara perdagaysyam terlalu
banyak, beliau juga melarang praktek pemotongararpéalaqqi
rukban) karena bisa terjadi penipuan dan kompetisi yadgktifair,
karena ketidak tahuan para pedagang akan hargayaesgpaberlaku di
pasar. Pengawasan terhadap perantara perdaganggndjakukan
oleh khalifah Umar jika dilihat dari segi ekonomiapat
menghindarkan terjadinya proses distribusi baraargtig kebutuhan
masyarakat yang terlalu panjang yang bisa menyeioabilaya suplai
ost supply?”> menjadi bertambah yang pada akhirnya harus ditangg
oleh konsumen.

5. Intervensi harga

Harga merupakan indikasi utama terjadinya suatoséiksi
perdagangan di pasar. Meskipun pada masa Nabi Muhdnpernah
terjadi penolakan oleh Nabi untuk menetapkan haegang di pasar,
kebijakan umar untuk mengintervensi harga pasaramukerarti
bertentangan dengan contoh yang diberikan Nabi.jsem Umar

juga tidak bertentangan dengan mekanisme pasar i myang

22 Cost of supply adalah biaya suplai atau biaya pekan barang, yang biasanya
meliputi biaya transportasi, biaya kuli, perantasapir, dan lain-lain. Henricus W. Ismanthono,
Kamus Istilah Ekonomi Populezet.2, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, him. 5
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memandang bahwa keseimbangan harga ditentukan kelketatan
permintaan dan penawaran.

Hal demikian mempunyai alasan bahwa pada masa Nabi,
penolakan penetapan harga pada saat itu memanggkuegpat,
mengingat kenaikan harga disebabkan oleh fluktmasini antara
kemampuan penawaran dan permintaan. Adapun pada bhasr,
intervensi harga bukan dilakukan dengan cara mekent harga
tertentu sebagaimana pengertian penetapan harga peleerintah,
akan tetapi Umar memerintahkan agar para penjuajualbarang
dengan harag yang berlaku pada umumnya di pasar. itha
dipraktekkan oleh Umar ketika mendapatkan penjaaigyberusaha
campur tangan mempengaruhi harga pasar dan memgkgranya
dari keadaan normal, maka umar langsung memeriatahintuk

menjual dengan harga yang wajar.

Peran pengawasan yang dilakukan oleh Khalifah UlimarKhattab

dalam perekonomian secara umum telah mencakup kénsigah. akan tetapi

pelaksanaan pengawasan lebih dominan dilakukan W@ielar sendiri yang

bertindak sebaganuhtasib Beliau juga mengangkat beberapa orang yang

dberi tugas menjadi pengawas atauhtasibdi pasar. Pelembagaan hisbah

sebagai sebuah lembaga pemerintah belum secard andiri layaknya

lembaga-lembaga atau departemen pemerintahan yalray bentuk pada

waktu itu. Akan tetapi pengawasan dan pengangkamaintasib merupakan
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indikasi yang jelas bahwa konsep hisbah menjadiabagang integral dengan
pemerintahan Umar Ibn Khattab.dari sisi tindakangydilakukan oleh Umar
terhadap orang-orang menyalahi aturan main dalssarpaga sangat tegas
tetapi tetap menyesuaikan kadar kesalahan dan taiésy ditimbulkan.

Mulai dari memberikan peringatan hingga pelarangesuk pasar. Hal ini
karena hisbah sebagai lembaga pengawas, kewengaggndimilki adalah

pemberian peringatan, pelajaran, dan sanksi yasgsudaikan dengan jenis

keasalahan pelaku pasar.
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